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KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
mengamanatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk melaksanakan
pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
Pengelolaan arsip statis bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan arsip
sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis yang dikelola ANRI merupakan memori kolektif, identitas
bangsa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sumber informasi publik.
Untuk meningkatkan mutu pengelolaan arsip statis, khazanah arsip statis yang
tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan
sehingga arsip statis dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan lengkap.

Pada Tahun Anggaran 2023, salah satu program kerja Kelompok Substansi
Pengolahan Arsip Lembaga Negara yang berada di bawah Direktorat Pengolahan
adalah menyusun Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi Seri Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kurun waktu 2000 - 2008.
Inventaris arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersimpan di ANRI dalam rangka pelayanan
arsip statis kepada pengguna arsip.

Kami menyadari bahwa inventaris ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu,
kami senantiasa mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan ke
depannya. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan ANRI,
anggota tim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan semua pihak yang telah
membantu penyusunan inventaris arsip ini hingga selesai. Semoga Allah SWT
membalas amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. Amin.

Jakarta, Desember 2023
Direktur Pengolahan,

Ol

Wiwi Diana Sari, S.Si., M.A.
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I. PENDAHULUAN

1.  Sejarah Organisasi

Kata ‘korupsi’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan
dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Praktek korupsi di
Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial. Vereenigde Oostindische Compagnie
(VOC) mengalami kebangkrutan dikarenakan adanya korupsi dalam organisasi
tersebut. Seiring dengan berkembangnya kehidupan bernegara, wabah korupsi juga
mulai memasuki birokrasi di tanah air. (Denny Indrayana, 2009)

Dalam hal memberantas praktek korupsi, Indonesia sejak jaman orde lama
telah melakukan berbagai upaya dengan lahirnya hukum positif antikorupsi hingga
pembentukan institusi yang diberi kewenangan khusus untuk memberantas praktek
korupsi.

Pada tahun 1958 Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penilik Harta
berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No. Prt/Perpu 013/1958
tanggal 16 April 1958. Badan ini diberi kewenangan untuk menyita harta dan
memeriksa harta benda setiap orang dan setiap badan yang jika ada petunjuk yang
kuat bahwa harta tersebut diperoleh dari korupsi. Badan Koordinasi Penilik Harta
merupakan lembaga pertama di Indonesia yang memliki cakupan upaya
antikorupsi. Di tahun 1959, terbentuklah Badan Pengawas Kegiatan Aparatur
Negara (Bapekan) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun
1959. Lembaga ini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono 1X dan bertanggung
jawab langsung kepada presiden. Bapekan berdiri selama tiga tahun. Lembaga ini
dibubarkan dan digantikan dengan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran 1).
Paran | dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Peraturan Tata Tertib Aparatur Pemerintah Negara Tingkat Tinggi dan dipimpin
oleh A. H. Nasution. Sama seperti Bapekan, Paran | hanya berumur 1 tahun. Paran

I digantikan dengan Paran Il atau yang dikenal dengan Operasi Budi. Lembaga ini
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dibentuk pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Presiden No. 277 Tahun 1963
dan masih dipimpin oleh A.H. Nasution. Berselang satu tahun, tepatnya pada
tanggal 12 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor
117 Tahun 1964 sebagai penanda berdirinya Komando Retooling Aparatur
Revolusi (Kotrar) dan membubarkan Paran 11/Operasi Budi.

Memasuki masa orde baru di tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan
Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang pembentukan Tim
Pemberantasan Korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini banyak menuai
kritik dikarenakan dianggap tidak mampu mengungkap kasus-kasus besar yang
melibatkan penyelenggara tinggi negara dan desain kelembagaan yang tidak
independen. Tanpa membubarkan Tim Pemberantasan Korupsi, tahun 1970
Soeharto mendirikan Komisi 4 yang diketuai oleh Wilopo. Bekerja selama lima
bulan, diakhir tugasnya Komisi 4 memberikan saran-saran kepada Presiden
Soeharto dalam mempercepat pemberantasan korupsi dan dibubarkan pada akhir
tahun 1970. Di tahun 1977, Presiden Soeharto meluncurkan Operasi Penertiban
(Opstib) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977. Opstib merupakan
operasi antikorupsi dan bukan suatu lembaga. Perjalanan opstib cukup lama
dibandingkan lembaga antikorupsi yang pernah dibentuk di tahun-tahun
sebelumnya, yaitu selama 4 (empat) tahun. Tahun 1982, Presiden Soeharto
membangunkan Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada tahun 1967 dari
mati surinya. Dengan dikepalai oleh J. B. Sumarlin yang juga merangkap sebagai
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tim Pemberantasan Korupsi generasi
kedua ini dibentuk tanpa dasar hukum.

Runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto di tahun 1998 melahirkan era
reformasi. Di era ini, tuntutan masyarakat akan pemberantasan korupsi, yang lebih
dikenal dengan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) semakin gencar. Di tahun 1999,
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Di tahun ini, pemerintah membentuk Komisi Pemeriksa
Kekayaaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Dikutip dari laman wikipedia.com,
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KPKPN dibentuk pada masa kepresidenan B.J. Habibie berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan
Penyelenggara Negara (KPKPN). Lembaga ini diketuai oleh Jusuf Syakir dan
beranggotakan 35 orang dari beragam latar belakang profesi. KPKPN memiliki
fungsi seperti bidang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang kita kenal pada hari ini. Hal ini sejalan dengan ditulis oleh Denny
Indrayana (2009, p.30) dalam bukunya Jangan Bunuh KPK bahwa tugas dari
KPKPN selanjutnya kemudian akan dilanjutkan oleh KPK.

Sebelum KPKPN dibubarkan, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 untuk membentuk Tim Gabungan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang dipimpin oleh Marzuki Darusman.
Lemahnya dasar hukum pembentukan TGTPK, membuat lembaga ini mudah
diserang melalui judicial review. Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung
yang mengabulkan permohonan judicial review terhadap TGTPK, berbuntut pada
pembubaran lembaga ini di tahun 2001.

Setahun setelah TGTPK dibubarkan, pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang
dikenal dengan KPK hingga saat ini.

Empat tahun kemudian setelah TGTPK dibubarkan, melalui Keputusan
Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimTasTipikor). Dalam
menjalankan tugasnya, Timtastipikor bekerja sama dan berkoordinasi dengan
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi
pemerintah lainnya. Ketika tim ini dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih tetap
berdiri.

KPK sekarang yang kita kenal merupakan organisasi yang terbentuk di tahun
2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selanjutnya, di tahun
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2019 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengalami perubahan dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK memiliki struktur organisasi
yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Pusat Perencanaan Strategis
Pemberantasan Korupsi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Deputi
Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi
Bidang Koordinasi dan Supervisi, serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta

Masyarakat.

2.  Sejarah Arsip

Arsip KPK terdiri dari 2 (dua) seri yaitu seri perkara tindak pidana korupsi
dan seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Arsip KPK seri
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diserahkan ke Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016
dan 2017. Pada tanggal 27 September 2016, dengan dengan Berita Acara Nomor:
BA-/3/01-53/09/2016 arsip yang diserahkan sebanyak 1574 nomor arsip.
Sedangkan pada tanggal 15 Desember 2017 dengan Berita Acara Nomor:
47/KR.04.02/01-53/12/2017, arsip yang diserahkan sebanyak 187 nomor arsip.

Kurun waktu arsip KPK yang telah diserahkan ke ANRI berkisar pada tahun
2000-2008. Media arsip yang diserahkan ke ANRI keselurahannya berupa arsip
kertas dan arsip foto sebanyak 16 lembar. Selanjutnya, isi informasi arsip KPK seri
LHKPN yang diserahkan adalah laporan harta kekayaan para penyelenggara negara
pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Arsip KPK seri perkara tindak pidana korupsi diserahkan ke Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2016 dan 2017.
Pada tanggal 3 Februari 2016, dengan dengan Berita Acara Nomor: BA-01/01-
53/02/2016 arsip yang diserahkan sebanyak 135 nomor arsip. Sedangkan pada
tanggal 26 April 2017 dengan Berita Acara Nomor: BA-18/01-53/09/2017, arsip
yang diserahkan sebanyak 169 boks/33,8 ML terdiri dari 1.387 nomor arsip.
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Kurun waktu arsip KPK seri perkara tindak pidana korupsi yang telah
diserahkan ke ANRI berkisar pada tahun 2000-2012. Media arsip yang diserahkan
ke ANRI keselurahannya berupa arsip kertas dan terdapat 1 (satu) buah compact
disc. Selanjutnya, isi informasi arsip yang diserahkan adalah proses perkara tindak
pidana korupsi yang diperiksa oleh KPK yang diawali dengan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, persidangan, dan diakhiri dengan eksekusi.

Selain arsip KPK seri perkara tindak pidana korupsi dan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), juga terdapat arsip Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diserahkan pada tanggal 23 Juni
2004 sebanyak 16 bok/3,2 meterlinier. Kurun waktu arsip yang diserahkan berkisar
pada tahun 1999-2004 dan media arsip berupa arsip kertas. Isi informasi arsip
KPKPN mengenai pencalonan, penerimaan dan keanggotan KPKPN, berkas

pengaduan masyarakat, berkas pemeriksaan, laporan triwulan, laporan tahunan, dll.

3.  Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip
3.1 Pengolahan Arsip

Pengolahan arsip KPK seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) dilakukan oleh tim kerja penyusun Inventaris Arsip KPK seri Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kegiatan dilakukan berdasarkan
Surat Perintah Direktur Pengolahan Nomor KN.01.00/591/2023 tentang Tim
Penyusun Inventaris Arsip KPK RI terdiri dari Kris Hapsari sebagai Ketua, Lola
Palmita sebagai Wakil Ketua Tim, Dini Elisa Setiatri sebagai Sekretaris, dengan
anggota yaitu Isya Ansori, Kartini, Shinta Agustin, Ayu Rizky Parwati, Nurul
Lukmansyah, Ratna Absari, Agus Setiawan, dan Andika Satriya Perdana. Namun,
pada pertengahan tahun terjadi mutasi dan penambahan pegawai di lingkungan
Direktorat Pengolahan yang menyebabkan adanya perubahan pada Tim Penyusun
Inventaris KPK. Dengan Surat Perintah Direktur Pengolahan Nomor
KN.01.00/3632/2023 Tim Penyusun Inventaris KPK terdiri dari Kris Hapsari
sebagai Ketua, Lola Palmita sebagai Wakil Ketua Tim, Dini Elisa Setiatri sebagai

Sekretaris, dengan anggota yaitu Kartini, Shinta Agustin, Ayu Rizky Parwati, Nurul
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Lukmansyah, Ratna Absari, Agus Setiawan, Andika Satriya Perdana, dan

Muhammad Yoga Pratama.

Pengolahan dan penyusunan Inventaris Arsip KPK Seri Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2000-2008 dilaksanakan selama dua

belas bulan, mulai Januari s.d. Desember 2023. Prosedur pengolahan arsip mengacu

kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dan Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Direktorat Pengolahan Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Penyusunan Inventaris Arsip Statis. Pengolahan arsip dilaksanakan berdasarkan

kaidah-kaidah pengolahan arsip statis melalui tahapan kerja sebagai berikut:

a.

d.

Identifikasi Arsip

Kegiatan identifikasi dilakukan untuk mengetahui konteks dan sistem penataan
arsip yang digunakan KPK sebagai pencipta arsip. Konteks arsip dapat
diketahui melalui pemahaman fungsi dan tugas KPK, hal ini berkaitan dengan
prinsip asal-usul (principle of provenance). Terkait dengan prinsip aturan asli
(principle of original order) dilakukan dengan mengidentifikasi unit informasi
seri arsip yang masih utuh susunannya, sehingga dapat dijadikan acuan
penyusunan unit informasi arsip lainnya.

Penyusunan Rencana Teknis

Berdasarkan hasil identifikasi, tahapan berikutnya membuat rancangan kerja
atau rencana teknis dengan menguraikan perkiraan waktu, biaya dan
pelaksanaan kegiatan pengolahan arsip statis.

Penelusuran Sumber dan Referensi

Tahapan selanjutnya dari pengolahan arsip adalah kegiatan penelusuran
sumber dan referensi. Kegiatan penelitian melalui sumber cetakan/referensi di
perpustakaan atau instansi terkait. Informasi ini kemudian digunakan sebagai
dasar pembuatan skema pengaturan arsip, yaitu dengan melihat struktur
organisasi atau tugas dan fungsi KPK.

Pembuatan Skema Sementara Pengaturan Arsip
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Hasil dari penelusuran sumber dan referensi akan diperoleh data yang
menggambarkan tugas pokok dan fungsi dari KPK sehingga dapat digunakan
untuk mengelompokkan arsip berupa skema pengaturan arsip sementara.
Rekonstruksi Arsip

Dalam proses ini dilakukan pemilahan yaitu memisahkan antara arsip dan non
arsip, yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan skema sementara.
Deskripsi Arsip

Deskripsi arsip adalah kegiatan membuat rincian informasi yang terkandung
dalam arsip secara lengkap pada komputer dengan format excel. Deskripsi arsip
KPK terdiri dari bentuk redaksi, isi informasi, kurun waktu, tingkat
perkembangan dan bentuk luar.

Penyusunan Skema Definitif Pengaturan Arsip

Dari hasil deskripsi arsip, diperolen gambaran kegiatan secara menyeluruh
tugas dan fungsi KPK. Terdapat beberapa tambahan informasi yang berkaitan
dengan pengelompokan unit informasi pada skema sementara, hal ini
digunakan untuk menyempurnakan menjadi skema arsip definitif.

Manuver data/Penyatuan Informasi dan Fisik Arsip

Manuver data dan fisik arsip dilakukan dengan mengelompokkan hasil
deskripsi dan fisik arsip sesuai dengan skema definitif dan diurutkan secara
kronologis.

Penomoran definitif

Setelah manuver data/informasi dan fisik arsip selesai maka dilakukan
penomoran definitif pada seluruh data arsip.

Pemberian Label Arsip

Setelah manuver dan penomoran arsip, selanjutnya dilakukan pemberian label
pada bungkus arsip dan boks arsip. Label arsip terdiri atas nama pencipta dan
nomor arsip dan untuk label boks terdiri atas nama lembaga pencipta arsip,
kurun waktu arsip, nomor urut arsip, dan nomor urut boks.

Penataan Boks

Kegiatan selanjutnya adalah penataan arsip dalam boks arsip, arsip yang sudah
diberi label dimasukkan ke dalam boks besar.
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|.  Penulisan Inventaris
Setelah semua data terkumpul maka dilakukan penulisan inventaris arsip yang
terdiri atas: judul; kata pengantar; daftar isi; pendahuluan yang berisi: sejarah
organisasi, riwayat arsip, dan pertanggungjawaban pengolahan arsip statis;
uraian informasi arsip; dan lampiran-lampiran yang berisi: daftar indeks, daftar
singkatan, dan daftar istilah. Penulisan judul inventaris arsip ini digunakan
kurun waktu 2000-2008. Tahun 2000 merupakan tanggal tertua arsip yang
ditemukan vyaitu mengenai berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2000 atas nama Dr. M. Markum
Singodimedjo sebagai Bupati Kabupaten Ponorogo, sedangkan tahun 2008
merupakan tanggal termuda arsip yaitu berkas mengenai Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas
nama Thimotius Langgar, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Sumba
Barat.Penilaian dan Uji Petik
Draf inventaris arsip yang telah disusun, disampaikan kepada Direktur
Pengolahan untuk mendapatkan arahan dan masukan bagi penyempurnaan draf
inventaris. Untuk fisik arsip, dilakukan verifikasi oleh tim unit kerja
penyimpanan arsip. Uji petik dilakukan untuk mengetahui ketepatan antara
data yang tertuang dalam draf inventaris dengan fisik arsip yang sudah
dimasukan dalam boks.

m. Pengesahan
Draf inventaris yang telah disempurnakan dan diverifikasi diajukan kepada
Direktur Preservasi untuk proses validasi. Setelah mendapat validasi, draf
inventaris  diajukan kembali kepada Direktur Pengolahan untuk
pengesahannya. Inventaris yang telah mendapatkan pengesahan, kemudian
didistribusikan kepada unit kerja terkait seperti Direktorat Preservasi dan
Direktorat Layanan dan Pemanfaatan untuk digunakan sebagai sarana bantu
penemuan kembali arsip dalam rangka akses dan layanan arsip statis.

Pengaturan unit informasi arsip KPK seri Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) 2000-2008 dilakukan secara bertingkat
berdasarkan analisis fungsi organisasi KPK pada kurun waktu 2000-2019. Fonds
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yaitu KPK, subfonds yaitu Pencegehan dan Monitoring serta seri Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKNP).

3.2 Petunjuk Akses Arsip
3.2.1 Penggunaan Inventaris Arsip

Inventaris ini terdiri dari pendahuluan, uraian deskripsi arsip, penutup,
daftar pustaka, lampiran yang memuat indeks, daftar singkatan, dan daftar istilah.

Inventaris ini memuat 1821 nomor arsip dan tersimpan dalam 263 boks (52,6

meterlinier).

Untuk efektivitas penelusuran arsip yang terdapat dalam Inventaris Arsip

KPK Seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2000-2008,

sebaiknya pengguna perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Membaca seluruh pendahuluan inventaris arsip yang memuat informasi
mengenai sejarah arsip dan organisasi KPK, serta pertanggungjawaban
pembuatan Inventaris Arsip KPK oleh Tim Penyusun, yang didalamnya
terdapat gambaran mengenai skema pengaturan arsip KPK. Hal ini akan
membantu pencarian arsip karena pengguna dapat mengetahui arsip yang
dicari. Contohnya untuk mengetahui kasus korupsi dengan nama koruptor
Abdurrahman Wahid, pengguna dapat menggunakan indek pada huruf ‘W’
atau dapat melihat daftar isi yang dilengkapi dengan nama kasus perkara.

2) Memperhatikan daftar isi inventaris arsip secara keseluruhan, karena terdapat
kelengkapan inventaris secara utuh sehingga pengguna tahu bahwa inventaris
ini juga disertai lampiran yang daftar istilah, daftar singkatan, dan indeks yang
dapat membantu pengguna dalam mencari informasi atas nama, tempat dan
singkatan yang terkandung dalam arsip.

3) Untuk mencari nama orang, nama lembaga, tempat, dan masalah yang terdapat
dalam khazanah arsip dapat menggunakan indeks yang disusun secara
alfabetis.

Contoh pencarian melalui indeks:

Deli Serdang : 308
Milwan, Tengku 309
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Nomor pada indeks tersebut merujuk pada nomor inventaris.

4) Untuk mengetahui kepanjangan suatu singkatan atau makna istilah tertentu

5)

yang terdapat dalam deskripsi arsip, dapat menggunakan daftar singkatan yang

disusun secara alfabetis.

Contoh:
Kepanjangan LHKPN pada daftar singkatan terdapat pada kelompok
singkatan yang dimulai dengan huruf “L”.

LHKPN : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Untuk mengakses inventaris arsip ini melalui prosedur di Ruang Layanan
(Ruang Baca) ANRI, pengguna hanya menuliskan judul inventaris arsip dan

nomor inventaris arsip.

Contoh:

997 Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) Tahun 2001, 2004, dan 2006 atas hama Drs.
I Made Urip, M.Si. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
RI.
27 April 2001 - 3 April 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul

Penulisan di formulir peminjaman:
KPK Seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2000-2008
Nomor 997.

3.2.2 Petunjuk Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data

Arsip sebagai rekaman kegiatan dan peristiwa merupakan sumber data

primer untuk penelitian ilmiah. Penulisan kutipan penggunaan arsip KPK Seri

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2000-2008 yang

terdapat dalam inventaris ini sebagai sumber data penelitian/penulisan karya ilmiah

dilakukan sebagai berikut.
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Arsip  Nasional Republik Indonesia, Inventaris Arsip Komisi
Pemberantasan Korupsi Seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) 2000-2008, Jakarta, 2023, Nomor Inventaris...

Atau:

ANRI, Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi Seri Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2000-2008, Jakarta,
2023, No. Inventaris ...
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1. URAIAN DESKRIPSI

1. Lembaga Eksekutif

1.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Abdurrahman Wahid sebagai
Presiden RI.

20 Maret 2001 - 25 April 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Megawati Soekarnoputri sebagai
Wakil Presiden RI (2001)/Presiden RI.

23 Maret 2001 - 13 Februari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2004, 2007, dan 2009 atas nama Dr. Susilo

Bambang Yudhoyono, M.A. sebagai Menteri Koordinator Bidang

Politik, Sosial dan Keamanan (2001)/Presiden RI (2004, 2007,
2009).

23 Juli 2001 - 20 Mei 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2004, dan 2009 atas nama Drs. M. Jusuf

Kalla sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
(2001)/Wakil Presiden R1 (2004-2009).

31 Oktober 2001 - 15 Mei 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul
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5. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Widodo Adisutjipto
sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

1 Agustus 2001 - 9 April 2008
asli, kopi
1 sampul

6. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Prof. Dr. Dorodjatun
Kuntjoro Jakti sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

31 Oktober 2001- 28 November 2005
asli, kopi, konsep
1 sampul

7. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2004 atas nama Alwi Abdurrahman Shihab
sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

25 Oktober - 8 Desember 2004
asli, kopi
1 sampul

8. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2004 dan 2006 atas nama Ir. Aburizal Bakrie
sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

9 November 2004 - 8 Maret 2006

asli, kopi
1 sampul
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9. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Drs. Kwik Kian Gie
sebagai Menteri Negara  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Bappenas.

20 Maret 2001 - 14 Februari 2005
asli, kopi, konsep
1 sampul

10. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Letnan Jenderal TNI Dr.
Hari Sabarno, M.B.A., M.M. sebagai Menteri Dalam Negeri.
23 Maret 2001 - 8 Februari 2005
asli, kopi
1 sampul

11. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Zarkasih Nur sebagai
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Kepala
Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil

Menengah RI.
12 April - 17 September 2001
asli, kopi
1 sampul
12. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Prof. Dr. Ir. Bungaran
Saragih, M.Ec. sebagai Menteri Pertanian.

18 April 2001 - 29 Desember 2004

asli, kopi, konsep

1 sampul

13. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Prof. Dr. Baharuddin

Lopa, S.H. sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
23 April - 18 Mei 2001

asli, kopi
1 sampul
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14.

15.

16.

17.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 200latas nama Dr. Muhammad Athoillah

Shohibul Hikam, M.A., A.P.U. sebagai Menteri Negara Riset dan
Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerangan Teknologi.

23 April 2001 - 21 Juni 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Ali Marwan Hanan, S.H.

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2001)/Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (2004).

30 April 2001 - 29 Desember 2004

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ir. Erna Witoelar, M.Si. sebagai
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.

30 April - 25 Mei 2001

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Drs. | Gede Ardika
sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

30 April 2001 - 30 November 2004

asli, kopi, konsep

1 sampul
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18.

19.

20.

21.

22.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Marzuki Usman sebagai Menteri
Kehutanan.

1 Mei - 25 Mei 2001

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Luhut B. Pandjaitan sebagai
Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

11 Mei 2001 - 18 April 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ir. Alhilal Hamdi sebagai Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

18 Mei 2001 -31 Agustus 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Prof. Dr. Moh. Mahfud M.D.
sebagai Menteri Pertahanan.

18 Mei 2001 - 14 Agustus 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Muhammad Tholchah Hasan
sebagai Menteri Agama.

30 Mei - 26 Juli 2001

asli, kopi

1 sampul
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23. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001, 2003, dan 2004 atas nama Ir. M. Hatta
Rajasa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2001)/Menteri
Negara Riset dan Teknologi (2003, 2004).
20 Juni 2001 - 4 November 2004
asli, kopi, konsep
1 sampul

24 Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Bachtiar Chamsyah,
S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2001)/Menteri
Sosial (2004).
21 Juni 2001 - 30 November 2004
asli, kopi
1 sampul

25. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001, 2006, dan 2007 atas nama Mardiyanto
sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah (2001 dan 2006)/Menteri
Dalam Negeri (2007).

4 Juli 2001 - 13 Mei 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul

26. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Agum Gumelar, M.Sc.
sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
RI/Menteri Perhubungan.

9 Juli 2001 - 8 Maret 2005
asli, kopi, konsep
1 sampul
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27.

28.

29.

30.

31.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Surjadi Soedirdja sebagai Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

14 Juli - 27 November 2001

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Drs. M. Feisal Tamin
sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

14 Agustus 2001 - 17 Desember 2004

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Dr. Achmad Sujudi,
M.H.A. sebagai Menteri Kesehatan.

20 Agustus 2001 - 20 Mei 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Bambang Kesowo, S.H.,

L.L.M. sebagai Sekretaris Negara (2001)/Menteri Sekretaris
Negara (2004).

25 Agustus 2001 - 9 Agustus 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2004, dan 2008 atas nama Yusril Ihza

Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
RI/Menteri Sekretaris Negara.

28 Agustus 2001 - 18 November 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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32.

33.

34

35.

36.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Abdul Malik Fadjar
sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

3 September 2001 - 16 Desember 2004

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Rini Mariani Soemarno
Soewandi sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

3 September 2001 - 24 Februari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Dr. Ir. Muhammad
Prakosa sebagai Menteri Kehutanan.

16 September 2001 - 22 Desember 2004

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Sri Redjeki Sumaryoto,
S.H. sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

29 September 2001 - 28 Maret 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Nabiel Makarim,
M.P.A., M.S.M. sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup.

30 Oktober 2001 - 2 Mei 2005

asli, kopi

1 sampul
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37.

38.

39.

40.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Prof. Dr. Said Agil
Husin Al-Munawar sebagai Menteri Agama.

31 Oktober 2001 - 7 Februari 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Manuel Kaisepo sebagai

Menteri Negara Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan
Timur Indonesia/Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

4 Desember 2001 - 9 Maret 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2004 atas nama Andung Abdullah
Nitimiharja sebagai Menteri Perindustrian.

30 Juli 2002 - 9 Desember 2004

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Prof. Dr. Bambang
Sudibyo, M.B.A. sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

6 Juni 2004 - 12 Juli 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul
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41.

42.

43.

44,

45,

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Drs. Mohammad Yusuf
Asy'ari, Ak., M.Si. sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

20 Oktober 2004 - 30 Januari 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004, 2005, dan 2006 atas nama Drs. Fahmi Idris
sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

29 Oktober 2004 - 14 Mei 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2006 atas nama Dr. Yusuf Anwar, S.H.,
M.A. sebagai Menteri Keuangan.

29 Oktober 2004 - 10 Juli 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Ir. Rachmat Witoelar
sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup.

31 Oktober 2004 - 16 Juli 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Ir. Jero Wacik, S.E.
sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

1 November 2004 - 9 Oktober 2007

asli, kopi

1 sampul
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46. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Muhammad Maftuh
Basyuni sebagai Menteri Agama.
3 November 2004 - 11 Juli 2007
asli, kopi
1 sampul
47. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Saifullah Yusuf, S.IP.
sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
3 November 2004 - 2 Juli 2007
asli, kopi
1 sampul
48. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2004 dan 2008 atas nama Kusmayanto Kadiman
sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi.
5 November 2004 - 8 April 2008
asli, kopi
1 sampul
49, Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama M.S. Kaban, S.E., M.Si.
sebagai Menteri Kehutanan.
8 November 2004 - 16 Juni 2008
asli, kopi
1 sampul
50. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Dr. Ir. Anton
Apriyantono, M.S. sebagai Menteri Pertanian.
11 November 2004 - 8 April 2008
asli, kopi
1 sampul
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51.

52.

53.

54,

55.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Dr. Mari Elka Pangestu
sebagai Menteri Perdagangan.

12 November 2004 - 27 September 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Adhyaksa Dault, S.H.,
M.Si. sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.

23 November 2004 - 8 November 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Dr. dr. Siti Fadilah
Supari, Sp.J.P. sebagai Menteri Kesehatan.

23 November 2004 - 21 juni 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2006 atas nama Drs. A. Taufiq Effendi,
M.B.A. sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

24 November 2004 - 14 Desember 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Sugiharto, S.E., M.B.A.
sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

24 November 2004 - 24 Oktober 2007

asli, kopi

1 sampul
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56.

S7.

58.

59.

60.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 atas nama Moh. Ma'ruf sebagai Menteri
Dalam Negeri.

25 - 26 November 2004

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Prof. Dr. Meutia Farida
Hatta Swasono sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
26 November 2004 - 23 April 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Laksamana Madya

Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Freddy Numberi sebagai
Menteri Kelautan dan Perikanan.

29 November 2004 - 30 Januari 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 dan 2007 atas nama Prof. Dr. Juwono
Sudarsono sebagai Menteri Pertahanan.

29 November 2004 - 24 Oktober 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2004 atas nama Drs. Suryadharma Ali, M.Si.
sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

29 Desember 2004 - 25 Juli 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul
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61.

62.

63.

64.

65.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Jacob Nuwa Wea sebagai mantan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

28 Februari - 4 Maret 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Syamsul Mu'arif, B.A. sebagai
Menteri Komunikasi dan Informatika.

3 Maret - 15 Maret 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Paskah Suzetta sebagai Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

1 Mei - 10 Juli 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Ir. Erman Suparno, M.B.A., M.Si.
sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

30 Mei - 19 Juli 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2007 atas nama Andi Mattalatta, S.H., M.H.
sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

18 Juni 2007 - 8 April 2008

asli, kopi

1 sampul
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66. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Prof. Dr. Ir. Soenarno,
Dipl.HE. sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air di
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah RI.

11 Mei 2001 - 15 Desember 2004
asli, kopi, konsep
1 sampul

67. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Prof. Suyanto,

Ph.D. sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

(2001)/Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah di Kementerian Pendidikan

10 Juni 2001 - 5 Januari 2009

asli, kopi

1 sampul

68. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Soedarmanto sebagai
Sekretaris Menteri  Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial RI.
9 Mei 2001 - 31 Desember 2002
asli, kopi, konsep
1 sampul
69. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2006 atas nama dr. Ernawati Wahyurini,
M.Sc. sebagai Asisten Deputi Kualitas Anak (2001)/Sekretaris
Menteri di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI

(2006).
30 April 2001 - 1 April 2008
asli, kopi
1 sampul
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70. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Oman Sachroni, M.Si.
sebagai Sekretaris Menteri Kantor Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara.

28 Mei 2001 - 30 Oktober 2002
asli, kopi, konsep
1 sampul

71. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Bacelius Ruru, S.H.,
L.L.M. sebagai Sekretaris Menteri di Kementerian Badan Usaha

Milik Negara.
27 Maret 2002 - 17 September 2007
asli, kopi
1 sampul
72. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Agus Wirahadikusumah, M.P.A.

sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

2 Juli 2001 - 16 April 2002

asli, kopi

1 sampul

73. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Djoko Subroto sebagai Inspektur

Jenderal Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

21 Juni 2001 - 30 April 2003

asli, kopi
1 sampul
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74. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Brigadir Jenderal
Agustadi Sasongko Purnomo sebagai Kepala Staf Komando Daerah
Militer XVII Trikora Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat (2001)/Panglima Komando Daerah Militer Jaya

(2005).
17 Juni 2001 - 14 Juli 2005
asli, kopi
1 sampul
75. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Mudjiono sebagai

Komandan Korem 043/Gatam (2001)/Perwira Tinggi Ahli Kepala

Staf Angkatan Darat Bidang Hukum Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat (2005

23 April 2001 - 15 November 2005

asli, kopi

1 sampul

76. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Brigadir Jenderal
Soehartono, S.H. sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer V
Brawijaya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan

Darat.
27 September 2002 - 3 Agustus 2005
asli, kopi
1 sampul
77. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2007 atas nama Agung Widjajadi, S.I.P., M.M.
sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut Markas Besar Tentara

Nasional Indonesia.
31 Oktober 2007 - 14 Februari 2008

asli, kopi
1 sampul
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78. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Prabowo Suharto sebagai
Gubernur Akademi Militer Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat.

29 September 2002 - 28 Agustus 2003
asli, kopi
1 sampul

79. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Mahmud Yunus Palar,
S.IP. sebagai Mantan Perwira Tinggi Ahli Kepala Staf Angkatan
Darat Bidang Ideologi Politik Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Darat (2002)/Gubernur Akademi Militer (2005).
30 September 2002 - 22 Juli 2005
asli, kopi
1 sampul

80. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Uray Asnol Kabri sebagai Wakil
Gubernur Akademi Militer Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut.

30 September 2002 - 6 Februari 2003
asli, kopi
1 sampul

81. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Sudjatmiko, S.Sos sebagai Kepala

Dinas Hydro Oceanografi Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut.

23 September 2005 - 2 Juni 2006

asli, kopi
1 sampul
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82.

83.

84.

85.

86.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Dady P. Rachmananta,
M.Lis. sebagai Kepala Perpustakaan Nasional RI.

17 Januari - 4 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Jusuf Syakir sebagai Ketua
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

12 Februari 2001 - 12 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2007 atas nama Abdullah
Hehamahua sebagai Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
20 Februari 2001 - 23 November 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Prof. Dr. Ermaya

Suradinata, M.Si. sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
(Lemhanas).

30 September 2001 - 27 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Si Putu Ardana sebagai Wakil
Gubernur di Lembaga Ketahanan Nasional.

14 Desember 2001 - 19 Agustus 2002

asli, kopi

1 sampul
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87.

88.

89.

90.

91.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2008 atas nama Letnan Jenderal TNI.

Muhammad Yasin, S.H., S.IP., M.Sc. sebagai Sekretaris Jenderal di
Dewan Ketahanan Nasional.

9 Oktober 2002 - 17 Desember 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Drs. Abdul Radjak Fadli
sebagai Sekretaris Utama di Arsip Nasional Republik Indonesia.

30 Januari 2003 - 23 April 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2007 atas nama Ir. Sunyoto, M.Sc.
sebagai Sekretaris Utama di Badan Standarisasi Nasional.

31 Januari 2003 - 22 November 2007

asli, kopi

1 sampul

Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama Dra. Sunarni, M.Si.

sebagai Sekretaris di Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri.

24 April 2008

asli, kopi

2 lembar

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2007 atas nama Drs. Nurhadi Djazuli

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk
Republik Federal Nigeria.

11 April 2001 - 8 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul
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92. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Santoso Rahardjo, S.H.
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Praha.

16 Mei 2001 - 12 Agustus 2005
asli, kopi
1 sampul

93. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Hupudio Supardi, S.H.
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk
Harare Zimbabwe.

13 Juni 2001 - 6 Desember 2005
asli, kopi
1 sampul

94, Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2004 atas nama Suwarno Atmoprawiro
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk
Santiago, Chile.

12 Juli 2001 - 9 Desember 2005
asli, kopi
1 sampul

95. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2007 atas nama Drs. Herijanto
Soeprapto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI
untuk Bandar Seri Begawan.

30 Oktober 2001 - 14 Mei 2007

asli, kopi
1 sampul
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96. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2008 atas nama Drs. Syarifuddin sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Bandar Seri

Begawan.
31 Oktober 2001 - 23 Juni 2008
asli, kopi
1 sampul
97. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2007 atas nama Drs. Ibrahim Yusuf
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk

Bangkok.
26 Desember 2001 - 27 Maret 2008
asli, kopi
1 sampul
98. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Hardikun Supandar,
S.H. sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk

Aljazair.
17 September 2002 - 11 Juni 2007
asli, kopi
1 sampul
99. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2007 atas nama Susanto Sutoyo sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Roma.
30 September 2002 - 28 Agustus 2007

asli, kopi
1 sampul
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100. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Drs. Robertus Broto Utomo
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Sofia.

1 Januari - 5 September 2005
asli, kopi
1 sampul

101. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Nurrachman Oerip, S.H. sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan

Kamboja.
27 Januari - 5 September 2005
asli, kopi
1 sampul
102. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Drs. Hadromi Nakim sebagai

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kuwait
merangkap Bahrain.

1 Februari - 26 Desember 2005

asli, kopi

1 sampul

103. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Prof. Dr. Basri Hasnuddin, M.A.
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk

Teheren.
30 Maret 2005 - 10 Mei 2006
asli, kopi
1 sampul
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104. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Dra. Perwitorini Wijono, M.A.
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk
Denmark dan Lithuania.

30 April 2005 - 10 Mei 2006
asli, kopi
1 sampul

105. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2006 dan 2007 atas nama Sutjiptohardjo
Donokusumo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
RI untuk Vientiane.

9 September 2006 - 27 Agustus 2007
asli, kopi
1 sampul

106. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2007 atas nama Drs. Rusdihardjo, S.H. sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kuala

Lumpur.
30 Maret 2007 - 14 Januari 2008
asli, kopi
1 sampul
107. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Piet Alexander Tallo,
S.H. sebagai Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 April 2001 - 29 Januari 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul
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108.

109.

110.

111.

112.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Oemarsono sebagai
Gubernur Provinsi Lampung.

12 April - 2 Oktober 2001

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Adolf Jouke Sondakh sebagai
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

14 April 2001 - 7 Agustus 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama R. Nuriana sebagai Gubernur
Provinsi Jawa Barat.

14 April 2001 - 19 Agustus 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Rosihan Arsyad sebagai Gubernur
Provinsi Sumatra Selatan.

26 April - 25 Mei 2001

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2004, dan 2006 atas nama Imam Utomo
Suparno sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur.

3 Mei 2001 - 20 Agustus 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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113.

114.

115.

116.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Dr. Ir. Mochamad Saleh
Latuconsinan sebagai Gubernur Provinsi Maluku.

16 Mei 2001 - 5 Februari 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Zainal Basrie Palaguna
sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
Nb. Terdapat arsip foto.
22 Mei 2001 - 30 Juni 2005
asli, kopi, konsep
1 sampul, 2 lembar foto

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2007 atas nama Drs. Rudy

Ariffin, M.B.A. sebagai Bupati Kabupaten Banjar (2001)/Gubernur
Provinsi Kalimantan Selatan (2005 dan 2007).

23 Mei 2001 - 4 Mei 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Saleh Djasit, S.H. sebagai
Gubernur Provinsi Riau.

30 Mei 2001 - 27 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul
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117.

118.

119.

120.

121.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, 2006, dan 2008 atas nama Ir. Syahrial

Oesman, M.M. sebagai Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu
(2001)/Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (2005, 2006, 2008).

31 Mei 2001 - 30 Januari 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Zainal Bakar, S.H. sebagai
Gubernur Provinsi Sumatra Barat.

31 Mei 2001 - 10 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Sri Sultan Hamengku Buwono X
sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1 Juni 2001- 4 Januari 2002

kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Sutiyoso sebagai Gubernur
Provinsi DKI Jakarta.

1 Juni 2001 - 31 Desember 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Tengku Rizal Nurdin, S.IP.
sebagai Gubernur Provinsi Sumatra Utara.

1 Juni - 16 Oktober 2001

asli, kopi, konsep

1 sampul
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122.

123.

124.

125.

126.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Asmawi Agani sebagai
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

5 Juni 2001 - 1 Februari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. La Ode Kaimoeddin sebagai
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

5 Juni 2001 - 3 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Amur Muchasim, S.H., M.Si.
sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

10 Juni 2001 - 3 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Suwarna A.F. sebagai
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

10 Juni 2001 - 24 Mei 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Dewa Made
Beratha sebagai Gubernur Provinsi Bali.

1 Juli 2001- 11 Agustus 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul
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127.

128.

129.

130.

131.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Aspar Aswin sebagai Gubernur
Provinsi Kalimantan Barat.

26 Juli 2001 - 3 September 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. M. Sjachriel
Darham sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
NB. Terdapat arsip foto.
30 September 2001 - 12 November 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul, 6 lembar

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Hasan Zen, S.H., M.M. sebagai
Gubernur Provinsi Bengkulu.

4 Desember 2001 - 10 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2008 atas nama Syamsul Arifin, S.E.

sebagai Bupati Kabupaten Langkat/Gubernur Provinsi Sumatra
Utara.

31 Desember 2001 - 2 Maret 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Harun Al Rasyid sebagai
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

15 Januari - 20 September 2002

asli, kopi

| Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 41

Negara (LHKPN) 2000-2008|



132. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Aminuddin Ponulele sebagai
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

1 Februari - 6 September 2002
asli, kopi, konsep
1 sampul

133. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002, 2003, dan 2004 atas nama Zulkifli Nurdin
sebagai Gubernur Provinsi Jambi.

12 Februari 2002 - 22 Juni 2005
asli, kopi, konsep
1 sampul

134. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Ir. Eko Maulana Ali,

M.Sc. sebagai Bupati Kabupaten Bangka (2002) dan Calon
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2006).

1 Agustus 2002 - 14 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul

135. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Jacobus Perviddya
Solossa, M.Si. sebagai Gubernur Provinsi Papua.
2 September 2002 - 30 Juni 2005
asli, kopi, konsep
1 sampul

136. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Ir. Fadel Muhammad
sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo.

12 September 2002 - 29 September 2007

asli, kopi
1 sampul
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137.

138.

139.

140.

141.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Dr. Djoko Munandar, M.Sc.
sebagai Gubernur Provinsi Banten.

26 September 2002 - 18 Februari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. A. Hudarni Rani,
S.H. sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

30 September 2002 - 16 Desember 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Abdullah Puteh, M.Si. sebagai
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

16 Desember 2002 - 1 Juli 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Drs. Anwar Adnan Saleh sebagai
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

15 Agustus 2005 - 6 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006, dan 2008 atas nama Drs. Ali Mufiz, M.P.A.

sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah (2006)/Gubernur
Provinsi Jawa Tengah (2008).

30 Juni 2006 - 12 Mei 2009

asli, kopi

1 sampul
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142.

143.

144.

145.

146.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006, dan 2008 atas nama Drs. Lalu Serinata
sebagai mantan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

31 Desember 2006 - 11 Februari 2009

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2007 atas nama Agustin Teras Narang, S.H.
sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

11 April 2007 - 23 Desember 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Dra. Paula Bataona Renyaan

sebagai Wakil Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi
Maluku.

5 April 2001- 13 Desember 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Selfianus Akyuwen sebagai
Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan Provinsi Maluku.

6 April 2001 - 13 Desember 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, dan 2005 atas nama | Ketut Widjana, S.H.
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Bali.

10 April 2001 - 20 September 2007

asli, kopi

1 sampul
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147.

148.

149.

150.

151.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2008 atas nama | Gusti Bagus Alit Putra,

S.H. sebagai Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Provinsi Bali.

15 April 2001 - 28 Juli 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Moh. Zuhdi, M.M. sebagai
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.

25 April - 25 Mei 2001

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2006 atas nama Drs. Muhammad

Sani sebagai Bupati Kabupaten Karimun (2001 dan 2005)/Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (2006).

2 Mei 2001 - 20 November 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Imam Soepardi sebagai
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.

3 Mei - 28 Juni 2001

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Johanes Pake Pani sebagai
Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4 Mei 2001 - 9 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul
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152.

153.

154.

155.

156.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Nahson Taway
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

22 Mei 2001 - 5 Juli 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Abdul Kahfi sebagai Wakil
Gubernur Bidang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

23 Mei 2001 - 30 November 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Husin Kasah, B.A. sebagai Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

25 Mei 2001 - 31 Desember 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, M.Sc.
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Barat.

31 Mei - 15 Desember 2001

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Dedem Ruchlia sebagai Wakil
Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat.

8 Juni - 23 Oktober 2001

asli, kopi, konsep

1 sampul
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157.

158.

159.

160.

161.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Rustam S. Abrus sebagai
Wakil Gubernur Provinsi Riau.

20 Juni 2001 - 31 Desember 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Lalu Azhar sebagai Wakil
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

28 Juni 2001 - 17 September 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Abdul Wahab Dalimunthe, S.H.

sebagai Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Sosial Provinsi Sumatra Utara.

29 Juni 2001 - 2 Mei 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Raja A. Aziz sebagai Wakil
Gubernur Provinsi Riau.

5 Juli 2001 - 7 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Djoko Sudantoko, S.Sos., M.M.

sebagai Wakil Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi
Jawa Tengah.

13 Juli 2001 - 7 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

| Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 47

Negara (LHKPN) 2000-2008|



162. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Thobroni Husin sebagai Wakil
Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Sumatra

Selatan.
15 Juli - 4 Oktober 2001
asli, kopi
1 sampul
163. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. R. Satya Nazori sebagai

Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Sumatra Selatan.

20 Juli 2001 - 30 Oktober 2002

asli, kopi

1 sampul

164. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Achmad sebagai Wakil
Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

25 Juli 2001 - 4 Januari 2002
asli, kopi, konsep
1 sampul

165. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Lundu Panjaitan sebagai Wakil
Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sumatra

Utara.
27 Juli 2001 - 25 Juni 2002
asli, kopi
1 sampul
166. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2007 atas nama Prof. Dr. Marlis
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167.

168.

169.

170.

Rahman, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Andalas (2002)/Wakil
Gubernur Provinsi Sumatra Barat (2007).

30 April 2002 - 2 November 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Yurnalis Ngayoh,
M.M. sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

31 Juli 2002 - 19 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama drh. Constant Karma
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Papua.

10 September 2002 - 19 Juli 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Djawari sebagai Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

10 September 2002 - 9 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Hoesin Effendy sebagai Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

26 September 2002 - 31 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul
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171. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002, 2005, dan 2008 atas nama Freddy Harry
Sualang sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
30 September 2002 - 6 Agustus 2008
asli, kopi
1 sampul
172. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002, dan 2006 atas nama Ratu Atut Chosiyah,
S.E. sebagai Wakil Gubernur Provinsi Banten.
1 Oktober 2002 - 20 Oktober 2006
asli, kopi
1 sampul
173. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Ir. Azwar Abu Bakar sebagai
Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11 Oktober 2002 - 21 Juni 2003
asli, kopi
1 sampul
174. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Ir. Suryadi Saman, S.E.,
M.Sc. sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
1 September 2003 - 25 April 2008
asli, kopi
1 sampul
175. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 atas nama K.G.P.A.A. Paku Alam IX,
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
30 September - 20 November 2003
asli, kopi
1 sampul
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176. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Drs. Antony Zeidra Abidin
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jambi.

28 April 2005 - 6 Juni 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul

177. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2007 atas nama Drs. Laurentius Herman Kadir
sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

8 Januari - 2 Juli 2007
asli, kopi
1 sampul

178. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2007 atas nama Prof. Madjid H. Abdullah, S.H.,
M.H., S.E., M.M. sebagai Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

12 - 16 April 2007
asli, kopi
1 sampul

179. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2000 atas nama Dr. M. Markum Singodimedjo
sebagai Bupati Kabupaten Ponorogo.

5 Juli 2000 - 28 Februari 2003
asli, kopi
1 sampul

180. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Abdul Bahar Andili sebagai
Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.

10 - 25 April 2001

asli, kopi

1 sampul
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181.

182.

183.

184.

185.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Imam Muhadi, M.B.A.,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Blitar.

19 April 2001 - 1 Maret 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2003, 2005, dan 2008 atas nama Djunaedi
Mahendra, S.H., M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Madiun.

24 April 2001 - 24 Juli 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Jacobus Luna sebagai Bupati
Kabupaten Bengkayang.

24 April 2001 - 3 September 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Mashoed, M.Si. sebagai
Bupati Kabupaten Bondowoso.

30 April 2001 - 3 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Ir. Sutrisno,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Kediri.

3 Mei 2001 - 28 Juli 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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186. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama A. Boedi Soesetyo sebagai Bupati
Kabupaten Tulungagung.

3 Mei 2001 - 15 Desember 2003
asli, kopi, konsep
1 sampul

187. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Atlan, M.M. sebagai Bupati
Kabupaten Bojonegoro.

3 - 31 Mei 2001
asli, kopi
1 sampul

188. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2003 atas nama Drs. Dwiatmo
Hadiyanto, M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Pamekasan.

3 Mei 2001 - 27 September 2005
asli, kopi
1 sampul

189. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Fadhilah Budiono
sebagai Bupati Kabupaten Sampang.

3 Mei 2001 - 15 November 2007
asli, kopi, konsep
1 sampul

190. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Muhammad Fatah sebagai Bupati
Kabupaten Bangkalan.

3 Mei 2001 - 31 Maret 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul
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191. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Soetrisno R., M.Si. sebagai
Bupati Kabupaten Nganjuk.
3 Mei 2001 - 3 Januari 2002
asli, kopi, konsep
1 sampul
192. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Soenarto sebagai Bupati
Kabupaten Magetan.
4 Mei 2001 - 15 Juni 2002
asli, kopi, konsep
1 sampul
193. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Murhadi sebagai Bupati
Kabupaten Probolinggo.
7 Mei 2001 - 28 Juli 2003
asli, kopi
1 sampul
194. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2006 atas nama Drs. Achmady,
M.Si., M.M. sebagai Bupati Kabupaten Mojokerto.
15 Mei 2001 - 6 Juni 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul
195. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2007 atas nama Dr. Master Parulian
Tumanggor sebagai Bupati Kabupaten Dairi.
15 Mei 2001 - 31 Juli 2007
asli, kopi
1 sampul
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196.

197.

198.

199.

200.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2007 atas nama Drs. A.
Nadjamuddin Aminullah sebagai Bupati Kabupaten Maros.

18 Mei 2001 - 24 Januari 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Achmad Hoesa Pakaya, S.E.,
M.B.A. sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo.

19 Mei - 27 September 2001

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Harunata, M.M.
sebagai Bupati Kabupaten Lahat.

19 Mei 2001 - 30 Juni 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Arifin Setiamihardja, M.M.
sebagai Bupati Kabupaten Kuningan.

21 Mei 2001 - 18 Desember 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Maman Sulaeman sebagai
Bupati Kabupaten Sukabumi.

21 Mei 2001 - 22 Mei 2002

asli, kopi

1 sampul
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201.

202.

203.

204.

205.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Muhammad Akib Patta
sebagai Bupati Kabupaten Selayar.

21 Mei 2001 - 28 Februari 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005 dan 2006 atas nama Drs. Amri Darwis,

S.A. sebagai Wakil Bupati (2001)/Bupati (2005 dan 2006)
Kabupaten Lima Puluh Kota.

23 Mei 2001 - 15 Mei 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Darius Apan sebagai
Bupati Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

24 Mei 2001 - 3 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Abdul Gaffar Patappe sebagai
Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep.

25 Mei 2001 - 22 Januari 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Achmad Fauzi
sebagai Bupati Kabupaten Lumajang.

25 Mei 2001 - 8 September 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul
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206.

207.

208.

209.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Johanis Amping Situru,
S.H. sebagai Bupati Kabupaten Tana Toraja.
Nb. Terdapat arsip foto ukuran 6R.
25 Mei 2001 - 30 Juni 2006
asli, kopi, konsep
1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Dr. Ir. Safrial, M.S.

Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2001)/Bupati
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2005).

25 Mei 2001 - 29 Mei 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Knach Noor Ajie, S.H. sebagai
Bupati Kabupaten Tapin.

26 Mei 2001 - 10 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2007 atas nama Drs. Aristo
Munandar sebagai Bupati Kabupaten Agam.

28 Mei 2001 - 6 Desember 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul
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210. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2007 atas nama Drs. Gabriel
Manek, M.Si. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah
Utara (2001)/Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (2005 dan

2007).
28 Mei 2001 - 18 April 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul
211. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Rustam Effendy Nainggolan,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Utara.

28 Mei 2001 - 28 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

212. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001, 2003, dan 2006 atas nama Tutty Hayati
Anwar, S.H., M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Majalengka.
28 Mei 2001 - 12 Mei 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul

213. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001, 2003, 2005, 2007, dan 2008 atas nama
Kalamudin D., S.H., M.H. sebagai Wakil Bupati (2001 dan
2003)/Bupati Kabupaten Muara Enim (2005, 2007, dan 2008).

29 Mei 2001 - 3 Juni 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul
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214.

215.

216.

217.

218.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Naharuddin Tinulu sebagai
Bupati Kabupaten Wajo.

29 Mei 2001 - 17 Juni 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Antony Bagul
Dagur sebagai Bupati Kabupaten Manggarai.

30 Mei 2001 - 10 Juli 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Kol. Inf. Darizal Basir, S.Sos.
sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

30 Mei 2001 - 26 Juni 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Masdjuni sebagai Bupati
Kabupaten Berau.

30 Mei 2001 - 4 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Saidul Hudarie sebagai
Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

30 Mei 2001 - 9 September 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul
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219.

220.

221.

222.

223.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2003, 2005, dan 2008 atas nama Drs. Saiful
Rasyid, M.M. sebagai Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

30 Mei 2001 - 4 Juli 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Andi Harta Sanjaya
sebagai Bupati Kabupaten Soppeng.

31 Mei 2001 - 16 Februari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Suprijono Joesoef sebagai Bupati
Kabupaten Musi Rawas.

31 Mei 2001 - 28 Oktober 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. A. Sofjan Effendie, M.B.A.
sebagai Bupati Kabupaten Muara Enim.

1 Juni 2001 - 28 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Anang Dachlan
Djauhari, S.E. sebagai Bupati Kabupaten Bulungan.

1 Juni 2001 - 9 Desember 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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224.

225.

226.

227.

228.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Ir. Burhanudin
Ali sebagai Bupati Kabupaten Kapuas.

1 Juni 2001 - 19 Juni 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2006, dan 2007 atas nama Ishak Zainudin,

B.Sc. sebagai Bupati Kabupaten Belitung (2001)/calon Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2007).

1 Juni 2001 - 26 Januari 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Nazom Nurhawi sebagai Bupati
Kabupaten Musi Banyuasin.

1 Juni 2001 - 22 Oktober 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Muslihan Diding

Sutrisno, S.Sos., M.M., M.B.A. sebagai Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara.

2 Juni 2001 - 7 Desember 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Drs. Tamanuri,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Way Kanan.

2 Juni 2001 - 25 Agustus 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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229.

230.

231.

232.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Hendrikus Sakunab sebagai
Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara.

3 Juni 2001 - 15 September 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Julianus Pote Leba,

M.Si. sebagai Wakil Bupati (2001)/Bupati Kabupaten Sumba Barat
(2005).

5 Juni 2001 - 11 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2006 atas nama Drs. Makmur

H.A.P.K., M.M. sebagai Wakil Bupati (2001)/Bupati Kabupaten
Berau (2005 dan 2006).

6 Juni 2001 - 23 Mei 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Drs. Sayuthi I. S., M.M.
sebagai Bupati Kabupaten Aceh Besar.

6 Juni 2001 - 28 November 2006

asli, kopi

1 sampul
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233.

234.

235.

236.

237.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Yusriansyah
Syarkawi, M.Si. sebagai Bupati/mantan Bupati Kabupaten Pasir.

6 Juni 2001 - 30 Januari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ir. Rama Alexander Asia sebagai
Bupati Kabupaten Kutai Barat.

8 Juni 2001 - 30 September 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Thimotius
Langgar, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Sumba Barat.

11 Juni 2001 - 9 Desember 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Bustaman Arham sebagai
Bupati Kabupaten Nunukan.

14 Juni 2001 - 21 Oktober 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Ir. Wasidi Swastomo,
M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Cianjur.

15 Juni 2001 - 5 Januari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul
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238.

239.

240.

241.

242.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Makmur Syahputra,
S.H. sebagai Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

17 Juni 2001 - 20 November 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2006 atas nama Drs. Sjachrani
Mataja, M.B.A., M.M. sebagai Bupati Kabupaten Kota Baru.

21 Juni 2001 - 10 September 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2008 atas nama Drs. Hasyim Afandi
sebagai Bupati Kabupaten Temanggung.

26 Juni 2001 - 3 September 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Syahdan, S.H., S.IP., M.B.A.,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Lombok Timur.

26 Juni 2001 - 14 Desember 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Yusuf Muhamad sebagai Bupati
Kabupaten Pati.

26 Juni 2001 - 31 Maret 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul
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243.

244,

245.

246.

247.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Dra. Endang
Setyaningdiah, M.M. sebagai Bupati Kabupaten Demak.

28 Juni 2001 - 10 Mei 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Misbach sebagai Bupati
Kabupaten Sumedang.

28 Juni 2001 - 2 Oktober 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. M. Sardjono, S.H., C.N.
sebagai Bupati Kabupaten Temanggung.

28 Juni 2001 - 4 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Herry Tabri Karta, S.H. sebagai
Bupati Kabupaten Cilacap.

29 Juni 2001 - 31 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Umbu Mehang Kunda
sebagai Bupati Kabupaten Sumba Timur.

30 Juni 2001 - 10 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul
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248.

249.

250.

251.

252.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Achmad Syah Putra sebagai
Bupati Kabupaten Tanggamus.

1 Juli 2001 - 19 Juni 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Marsaid, S.H., M.Si.
sebagai Bupati Kabupaten Purworejo.

2 Juli 2001- 1 Agustus 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ir. T. Machsalmina Ali sebagai
Bupati Kabupaten Aceh Selatan.

2 Juli 2001 - 20 Juni 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Win Hendrarso,
M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo.

3 Juli 2001 - 26 Juni 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2006, dan 2008 atas nama M. Aries Setiono,
S.H., S.IP. sebagai Bupati Kabupaten Banyumas.

4 Juli 2001 - 5 Juni 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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253.

254.

255.

256.

257.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama dr. Djaka Srijanta
sebagai Bupati Kabupaten Boyolali.

5 Juli 2001 - 29 Juli 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Soedarmadji, S.H. sebagai Bupati
Kabupaten Karanganyar.

5 Juli 2001 - 6 November 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Trimawan
Nugrohadi sebagai Bupati Kabupaten Wonosobo.

6 Juli 2001 - 16 Agustus 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Dr. (H.C.). Bambang
Guritno, S.E., M.B.A. sebagai Bupati Kabupaten Semarang.

10 Juli 2001 - 10 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Ir. Imron Rosyadi

sebagai Wakil Bupati (2001)/Bupati Kabupaten Bengkulu Utara
(2005).

10 Juli 2001 - 17 April 2008

asli, kopi

1 sampul
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258.

259.

260.

261.

262.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama dr. Hi. | Wayan Dirpha, S.H.,
M.M., M.Sc. sebagai Bupati Kabupaten Lampung Barat.

14 Juli 2001 - 15 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Iskandar Zulkarnain Dayok
sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.

17 Juli 2001 - 29 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Soenarto, M.M. sebagai
Bupati Kabupaten Jepara.

19 Juli 2001 - 19 Desember 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Bunyamin, M.B.A.
sebagai Bupati Kabupaten Serang.

20 Juli 2001 - 28 Agustus 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Moh. Diaaman sebagai
Bupati Kabupaten Situbondo.

26 Juli 2001 - 17 September 2002

asli, kopi

1 sampul
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263.

264.

265.

266.

267.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. A. Latief Majid, S.H. sebagai
Bupati Kabupaten Sumbawa.

30 Juli 2001 - 17 April 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2006 atas nama Amru Helmy
Daulay, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Mandailing Natal.

31 Juli 2001 - 14 Agustus 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ir. Badaruddin sebagai Bupati
Kabupaten Barito Utara.

1 Agustus 2001 - 11 November 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Muhammad Amin Munadjat
sebagai Bupati Kabupaten Kudus.

3 Agustus 2001 - 31 Oktober 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama M. Tadjudin Nooraly sebagai
Bupati Kabupaten Brebes.

6 Agustus 2001 - 30 September 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul
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268.

269.

270.

271.

272.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Drs. Amat Antono
sebagai Bupati Kabupaten Pekalongan.

14 Agustus 2001 - 4 September 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Triyono Budi
Sasongko, M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Purbalingga.

15 Agustus 2001 - 29 Januari 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Lalu Suhaimi
sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah.

16 Agustus 2001 - 23 Juni 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Bambang
Riyanto, S.H., M.H. sebagai Bupati Kabupaten Sukoharjo.

18 Agustus 2001 - 16 Januari 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Wikanda Darmawijaya sebagai
Bupati Kabupaten Bekasi.

24 Agustus 2001 - 23 Desember 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul
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274.

275.

276.

277.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Awang Faroek
Ishak, M.M., M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Kutai Timur.

26 Agustus 2001 - 4 April 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama dr. Alis Marajo sebagai
Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

30 Agustus 2001 - 24 Mei 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2006 atas nama Ansar Ahmad,
S.E., M.M. sebagai Bupati Kabupaten Bintan.

31 Agustus 2001 - 24 Juli 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Zainal Abidin, M.Si. sebagai
Bupati Kabupaten Takalar.

31 Agustus 2001 - 27 Agustus 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Drs. Zainul Arifin
sebagai Bupati Kabupaten Bima.

31 Agustus 2001 - 28 Februari 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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279.

280.

281.

282.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2007 atas nama Santori Hasan, S.H.
sebagai Bupati Kabupaten Tulang Bawang.

3 September 2001 - 25 Juni 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Saidoe sebagai Bupati Kabupaten
Buton.

20 September 2001 - 19 Agustus 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Dede Satibi sebagai Bupati
Kabupaten Garut.

21 September 2001 - 18 April 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Hairifasyah, S.E.
sebagai Bupati Kabupaten Lampung Utara.

25 September 2001 - 21 Januari 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Rohimat sebagai Bupati
Kabupaten Subang.

27 September 2001 - 11 Januari 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul
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283.

284.

285.

286.

287.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Masriadi Martunus sebagai Bupati
Kabupaten Tanah Datar.

29 September 2001 - 28 Oktober 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Moh. Roem, S.H., M.Si. sebagai
Bupati Kabupaten Sinjai.

29 September 2001 - 22 Agustus 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Ir. Iwan Bokings, M.M.
sebagai Bupati Kabupaten Boalemo.

30 September 2001 - 29 Mei 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Ir. Tarmizi A. Karim,
M.Sc. sebagai Bupati Kabupaten Aceh Utara.

30 September 2001 - 13 Desember 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Drs. Tatang
Farhanul Hakim, M.Pd. sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

30 September 2001 - 16 Juli 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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288.

289.

290.

291.

292.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Gamawan Fauzi, S.H.
sebagai Bupati Kabupaten Solok.

9 Oktober 2001 - 14 Agustus 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Abubakar Ahmad
sebagai Bupati Kabupaten Dompu.

13 Oktober 2001 - 14 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ir. Tjokorda Gde Ngurah sebagai
Bupati Kabupaten Klungkung.

17 Oktober 2001 - 1 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Rudolf Rukka, S.IP. sebagai
Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

5 November 2001 - 28 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Andy Achmad

Sampurna Jaya, M.Sc. sebagai Bupati Kabupaten Lampung
Tengah.

14 November 2001 - 6 Juni 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul
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294.

295.

296.

297.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Ir. Samsul Hadi sebagai
Bupati Kabupaten Banyuwangi.

22 November 2001 - 5 Desember 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Bahusin, M.S.,

M.B.A. sebagai Wakil Bupati (2001)/Bupati Kabupaten Lampung
Timur (2005).

12 Desember 2001 - 30 September 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Baharuddin R.,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Pasaman.

15 Desember 2001 - 29 Januari 2009

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Samsul Hadi
Siswoyo, M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Jember.

26 Desember 2001 - 2 Februari 2009

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Dade Angga, S.IP.,
M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Pasuruan.

9 Januari 2002 - 5 Agustus 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul
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298.

299.

300.

301.

302.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama | Nyoman Adi
Wiryatama, S.Sos., M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Tabanan.

18 Januari 2002 - 20 Juli 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. M. Shaleh Harahap sebagai
Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

28 Januari - 6 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Ir. Irfan Nuranda Djafar,
C.E.S sebagai Bupati Kabupaten Lampung Timur.

4 Februari 2002 - 8 Desember 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2005, dan 2007 atas nama Drs. Mohammad

Wahyudi K. Anwar, M.M. sebagai Bupati Kabupaten Kotawaringin
Timur.

11 Februari 2002 - 10 Desember 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Dr. Kamrul Kasim, S.H., M.H.
sebagai Bupati Kabupaten Luwu.

15 Februari - 7 September 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul
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303.

304.

305.

306.

307.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Felix Fernandez, S.H.
sebagai Bupati Kabupaten Flores Timur.

21 Februari 2002 - 30 Januari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Untung Wiyono
Sukarno, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Sragen.

21 Februari 2002 - 26 Juli 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Sahala
Tampubolon sebagai Bupati Kabupaten Toba Samosir.

23 Februari 2002 - 8 Desember 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Tuani
Lumbantobing sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah.

25 Februari 2002 - 6 Juni 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Risuddin sebagai Bupati
Kabupaten Asahan.

1 Maret - 9 September 2002

asli, kopi

1 sampul
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308.

309.

310.

311.

312.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Abdul Hafid sebagai Bupati
Kabupaten Deli Serdang.

7 Maret - 4 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Tengku Milwan sebagai
Bupati Kabupaten Labuhan Batu.

23 Maret 2002 - 10 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Ir. John Hugo Silalahi
sebagai Bupati Kabupaten Simalungun.

27 Maret 2002 - 29 Juli 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Sinar Peranginangin sebagai
Bupati Kabupaten Karo.

28 Maret - 5 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Andi Muhammad Rum
sebagai Bupati Kabupaten Barru.

20 April 2002 - 3 Oktober 2005

asli, kopi

1 sampul
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313.

314.

315.

316.

317.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Binahati B. Baeha
sebagai Bupati Kabupaten Nias.

27 April 2002 - 5 Desember 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. Hendro Martojo
sebagai Bupati Kabupaten Jepara.

27 April 2002 - 27 Juli 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. Ir. Djasri, M.T.,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Banjarnegara.

10 Mei 2002 - 28 Mei 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2004 atas nama Drs. Syaukani H.R.,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

22 Mei 2002 - 14 Mei 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2007 atas nama Ridwan sebagai Bupati
Kabupaten Muna.

17 Juni 2002 - 11 Desember 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul
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318.

319.

320.

321.

322.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Willem Nope, S.H. sebagai Bupati
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

17 Juni - 18 Februari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2008 atas nama Drs. Abdullah Hich
sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

9 Juli 2002 - 2 Juni 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Edison Saleleubaja,
S.T.H. sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.

24 Juli 2002 - 31 Juli 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Usman Ermulan
sebagai Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

30 Juli 2002 - 4 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Paulus Moa sebagai Bupati
Kabupaten Sikka.

1 Agustus 2002 - 18 Februari 2003

asli, kopi

1 sampul
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323. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Thamrin Hasyim
sebagai Bupati Kabupaten Rokan Hilir.

1 Agustus 2002 - 5 Juli 2005
asli, kopi
1 sampul

324. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. Azman
Usmanuddin, M.M. sebagai Bupati/calon Bupati Kabupaten Aceh
Timur.

2 Agustus 2002 - 13 Desember 2007
asli, kopi, konsep
1 sampul

325. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Moch. Yas'a Mulyadi,
M.T.P. sebagai Bupati Kabupaten Lebak.

4 Agustus 2002 - 5 April 2003
asli, kopi
1 sampul

326. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. Bunyamin Dudih,
S.H. sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta.

7 Agustus 2002 - 21 September 2007
asli, kopi
1 sampul

327. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Moh. Ramdlan Siraj,
S.E., M.M. sebagai Bupati Kabupaten Sumenep.

18 Agustus 2002 - 25 Juli 2007

asli, kopi

1 sampul
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328.

329.

330.

331.

332.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. Nasruddin, M.Si.
sebagai Bupati Kabupaten Aceh Besar.

31 Agustus 2002 - 13 Desember 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Noor Aidi, M.M.,
M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Tabalong.

31 Agustus 2002 - 1 Februari 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Suhailin Muchtar sebagai
Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.

31 Agustus 2002 - 15 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Gahral Sjah sebagai Bupati
Kabupaten Maluku Utara.

1 September - 2 Desember 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2005, dan 2008 atas nama Dr. Drs. Marthin
Billa, M.M. sebagai Bupati Kabupaten Malinau.

1 September 2002 - 2 April 2008

asli, kopi

1 sampul
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333.

334.

335.

336.

337.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Robbach Ma'sum,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Gresik.

1 September 2002 - 22 September 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Muhammad Amir sebagai Bupati
Kabupaten Bone.

2 September 2002 - 20 Januari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Paulinus Domi
sebagai Bupati Kabupaten Ende.

6 September 2002 - 1 April 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Saifuddin Parawansa, S.H.
sebagai Bupati Kabupaten Sindenreng Rappang.

9 September 2002 - 18 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Syakirsyah Sy.
sebagai Bupati Kabupaten Batanghari.

10 September 2002 - 7 September 2007

asli, kopi

1 sampul
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338.

339.

340.

341.

342.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Marsellus Bere sebagai
Bupati Kabupaten Belu.

11 September 2002 - 2 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, dan 2005 atas nama Albertus Botha sebagai
Bupati Kabupaten Ngada.

12 September 2002 - 30 Januari 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Ir. Ansgerius Takalapeta sebagai
Bupati Kabupaten Alor.

15 September 2002 - 18 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Adel Berty, M.Si. sebagai
Bupati Kabupaten Kolaka.

16 September 2002 - 31 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Fauzi Siin sebagai
Bupati Kabupaten Kerinci.

16 September 2002 - 26 September 2006

asli, kopi

1 sampul
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344,

345.

346.

347.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2005, dan 2008 atas nama Drs. Syamsurizal,
M.M.sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis.

16 September 2002 - 15 Juli 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Masfuk, S.H. sebagai
Bupati Kabupaten Lamongan.

17 September 2002 - 14 Oktober 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Cornelius Kimha, M.Si.
sebagai Bupati Kabupaten Pontianak.
Nb. Berkas tidak lengkap
20 September - 9 Oktober 2002
asli, kopi
1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2007 atas nama Drs. Ibnu Aban Gt.
Ulma sebagai Bupati Kabupaten Simeulue.

20 September 2002 - 12 Mei 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Marlina Moha Siahaan sebagai
Bupati Kabupaten Bolaang Mengondow.

20 September 2002 - 28 Juli 2003

asli, kopi

1 sampul
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348.

349.

350.

351.

352.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Soetarto Rachmat
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga.

20 September 2002 - 3 Februari 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Ir. Abdul Razak sebagai
Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.

21 September 2002 - 27 Januari 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Muhammad Ali Hamid, S.H.
sebagai Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

21 September 2002 - 12 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Ramlan Zas, S.H. sebagai Bupati
Kabupaten Rokan Hulu.

22 September 2002 - 14 Juli 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. A. Madjid Muaz,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Tebo.

23 September 2002 - 25 Juli 2007

asli, kopi

1 sampul
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353.

354.

355.

356.

357.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2005, dan 2008 atas nama M. Machroes,
S.H. sebagai Bupati Kabupaten Pemalang.

24 September 2002 - 30 Oktober 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama | Gede Sumantara Ady
Prenatha sebagai Bupati Kabupaten Karang Asem.

25 September 2002 - 6 Februari 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. A. Patabai Pabokori sebagai
Bupati Kabupaten Bulukumba.

26 September 2002 - 6 Februari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama A. Fattah, S.H. sebagai
Bupati Kabupaten Batanghari.

27 September 2002 - 22 September 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Ir. Abdullah Yahya,
M.S. sebagai Bupati Kabupaten Pidie.

27 September 2002 - 18 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul
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358.

359

360.

361.

362.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2008 atas nama Drs. Agus Salim, M.M.

sebagai Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Koperasi

Provinsi Kalimantan Barat (2002) dan sebagai Bupati Kabupaten
Pontianak (2008).

28 September 2002 - 5 Desember 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. Andreas Duli
Manuk sebagai Bupati Kabupaten Lembata.

28 September 2002 - 28 Agustus 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Darmili sebagai Bupati
Kabupaten Simeulue.

28 September 2002 - 16 Juni 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Igbal Mustofa, S.E. sebagai
Bupati Kabupaten Enrekang.

29 September 2002 - 9 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Achmad Dimyati
Natakusumah sebagai Bupati Kabupaten Pandeglang.

30 September 2002 - 8 Juli 2008

asli, kopi

1 sampul
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363.

364.

365.

366.

367.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2006, dan 2008 atas nama Agus Utara
Effendi sebagai Bupati Kabupaten Bogor.

30 September 2002 - 12 Januari 2009

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Hendarsono sebagai
Bupati Kabupaten Rembang.

30 September 2002 - 29 Juli 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Ir. Dr. Baharuddin Basotika, M.S.
sebagai Bupati Kabupaten Jeneponto.

30 September 2002 - 18 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Haryanto sebagai Bupati
Kabupaten Klaten.

30 September 2002 - 15 Januari 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Morkes Effendi sebagai
Bupati Kabupaten Ketapang.

30 September 2002 - 20 September 2005

asli, kopi

1 sampul
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368.

369.

370.

371.

372.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama T. Azmun Jaafar, S.H.
sebagai Bupati Kabupaten Palalawan.

30 September 2002 - 21 April 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Zulkifli Anwar sebagai
Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

1 Oktober 2002 - 25 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Obar Sobarna, S.IP. sebagai
Bupati Kabupaten Bandung.

7 Oktober 2002 - 6 Agustus 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002, 2005, 2007, dan 2008 atas nama Drs. M.
Thamsir Rachman, M.M. sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.
10 Oktober 2002 - 16 Januari 2009

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Ir. Drs. Justiar Noer,

M.M. sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata di

Pemerintah Kabupaten Bangka (2002)/Bupati Bangka Selatan
(2005).

14 Oktober 2002 - 8 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul
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373. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Soediharto sebagai Bupati
Kabupaten Tegal.

15 Oktober 2002 - 16 September 2003
asli, kopi
1 sampul

374. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Kol. Inf. (Purn) Hasyim
Manggabarani, S.H., M.M. sebagai Bupati Kabupaten Polewali
Mandar.

16 Oktober 2002 - 1 September 2003
asli, kopi
1 sampul

375. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Jusbakir Al Djufri, S.H.,
M.M. sebagai Bupati Kabupaten Pasuruan.

16 Oktober 2002 - 27 Juni 2006
asli, kopi
1 sampul

376. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Rotani Yutaka, S.H. sebagai
Bupati Kabupaten Merangin.

16 Oktober 2002 - 5 Mei 2003
asli, kopi
1 sampul

377. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Sutrisno sebagai Bupati
Kabupaten Pacitan.

16 Oktober 2002 - 3 April 2003

asli, kopi

1 sampul
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378.

379.

380.

381.

382.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2005, dan 2008 atas nama Prof. Dr. drg. |
Gede Winasa sebagai Bupati Kabupaten Jembrana.

17 Oktober 2002 - 28 Juli 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama sebagai John Piet Wanane, S.H.,
M.Si. Bupati Kabupaten Sorong.

26 Oktober 2002 - 15 Oktober 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Muslim Kasim A. K. sebagai
Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

27 Oktober 2002 - 19 Maret 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Al Malik Pababari
sebagai Bupati Kabupaten Mamuju.

24 Desember 2002 - 23 Maret 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Irianto Mahfudz Sidik Syafiudin
sebagai Bupati Kabupaten Indramayu.

31 Desember 2002 - 2 Juni 2003

asli, kopi

1 sampul
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383.

384.

385.

386.

387.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. Mohammad Ma'ruf
Bantilan, M.M. sebagai Bupati Kabupaten Tolitoli.

31 Desember 2002 - 22 April 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Drs. Yoetikno sebagai Bupati
Kabupaten Gunung Kidul.

10 Januari - 11 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama Arwin A. S., S.H.
sebagai Bupati Kabupaten Siak.

17 Januari 2003 - 30 Juni 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2007 atas nama Indra Kusuma, S.Sos.
sebagai Bupati Kabupaten Brebes.

28 Januari 2003 - 28 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003, 2005 dan 2007 atas nama Drs. Ibnu
Subiyanto, A.K.T. sebagai Bupati Kabupaten Sleman.

30 Januari 2003 - 25 Oktober 2007

asli, kopi

1 sampul
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388.

389.

390.

391.

392.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Aries Jopie Theno Makaminan,
S.E. sebagai Bupati Kabupaten Sangihe Talaud.

31 Januari - 13 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003, 2005, dan 2007 atas nama Drs. Eddy
Sukarma, M.Si. sebagai Bupati Kabupaten Barito Kuala.

31 Januari 2003 - 11 Agustus 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama Drs. M. Idham Samawi
sebagai Bupati Kabupaten Bantul.

7 Februari 2003 - 9 Agustus 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama Sujud Pribadi, S.Sos.,
M.Sc. sebagai Bupati Kabupaten Malang.

28 Februari 2003 - 27 Juli 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Anak Agung Ngurah Oka
Ratmadi, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Badung.

7 April - 24 Juli 2003

asli, kopi

1 sampul
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393.

394.

395.

396.

397.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Helmi Mahera Al
Mujahid sebagai Calon Bupati Kabupaten Aceh Tamiang.

31 Agustus 2003 - 16 Agustus 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Toyo Santoso Dipo,
B.Sc. sebagai Bupati Kabupaten Kulon Progo.

11 September 2003 - 19 Juli 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Zulfikar Achmad
sebagai Bupati Kabupaten Bungo.

23 Oktober 2003 - 17 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Ir. Muger Herry Immanuel
Berutu, M.B.A. sebagai Bupati Kabupaten Pakpak Bharat.

28 Maret 2005 - 16 Januari 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Drs. Munir sebagai Bupati
Kabupaten Pemalang.

12 April - 14 Desember 2005

asli, kopi

1 sampul
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398.

399.

400.

401.

402.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Drs. Nurdin Umasangadji sebagai
Bupati Kabupaten Kepulauan Sula.

19 April - 13 Desember 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Ir. Basuki Widodo sebagai Bupati
Kabupaten Blora.

9 Mei - 31 Agustus 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Drs. M. Mudjio A. Satari, M.M.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang.

25 Juli 2005 - 23 Februari 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Drs. Beng Sabli sebagai Bupati
Kabupaten Kampar.

15 Desember 2005 - 28 Mei 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Drs. Nawawi Mahmuda sebagai
Bupati Kabupaten Sukamara.

2 Januari 2006 - 25 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul
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403.

404.

405.

406.

407.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 dan 2007 atas nama Drs. Fakhruddin, M.Si.
sebagai Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1 Maret 2006 - 3 Juni 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Drs. Salomon Joseph Oratmangun
sebagai Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

25 Juli 2006 - 16 Januari 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Ir. Darmansyah Husein sebagai
Bupati Kabupaten Belitung.

26 Juli 2006 - 25 Maret 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Drs. Rusli Muhammad sebagai
Bupati Kabupaten Aceh Besar.

27 Oktober 2006 - 28 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Drs. Iskandar sebagai Bupati
Kabupaten Lombok Barat.

4 Desember 2006 - 18 Januari 2008

asli, kopi

1 sampul
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408.

409.

410.

411.

412.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2007 dan 2008 atas nama Hasanudin Murad, S.H.
sebagai Bupati Kabupaten Barito Kuala

29 Mei 2007 - 2 Juni 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2008 atas nama Andi Asmidin sebagai Bupati
Kabupaten Wajo.

12 - 29 Juli 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2008 atas nama Christian Nehemia Dillak, S.H.
sebagai Bupati Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

27 Juli 2008 - 21 Januari 2011

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2008 atas nama Drs. Daniel Andrias Banunaek
sebagai Bupati Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

31 Juli 2008 - 2 Maret 2009

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Moses Ahie sebagai Wakil Bupati
Kabupaten Bengkayang.

17 April 2001 - 9 September 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul
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413.

414.

415.

416.

417.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ucok Haris Maulana Yusuf, S.IP.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi.

21 April 2001 - 18 Januari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2003 dan 2006 atas nama Drs. Abdul Muiz,
M.M. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sumenep.

30 April 2001 - 15 Februari 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Muh. Yusuf sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Kediri.

1 Mei 2001 - 17 Juni 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Dr. Suhardiono
Irawanto, M.S. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.

1 Mei 2001 - 27 Juni 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Mawardi Abbas sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Banjar.

15 Mei 2001 - 14 Januari 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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418.

4109.

420.

421.

422.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Dimyati Syafrudin, M.Si.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bekasi.

21 Mei 2001 - 16 Januari 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Prof. Dr. Hasan Zaini,
M.A. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung.

21 Mei 2001 - 30 Januari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Ir. Emanuel Babu Eha,
M.Si. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur.

25 Mei 2001 - 30 Juni 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Djaaliluddin sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Labuhan Batu.

30 Mei 2001 - 3 September 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Kamaruddin Idris Makkasau
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bone.

31 Mei 2001 - 18 Maret 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

| Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 100

Negara (LHKPN) 2000-2008|



423.

424,

425.

426.

427.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Syamsi Achmad sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah.

31 Mei 2001 - 10 Juni 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama R. ling Kosim, S.E., M.Si. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Subang.

1 Juni 2001 - 16 Januari 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Yohanes Payong Beda sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur.

4 Juni 2001 - 30 Agustus 2001

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Marsidi Hasan,
M.Sc. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan.

25 Juni 2001 - 3 Oktober 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Rif'at Yahya, M.B.A. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.

29 Juni 2001 - 19 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul
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428.

4209.

430.

431.

432.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Umar Usman
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong.

30 Juni 2001 - 20 Juni 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Marahadan Siregar, B.A. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Sanggau.

2 Juli 2001 - 3 September 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ir. Ibnu Amin, M.Sc. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4 Juli 2001 - 25 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. A. Taufik Nuriman,
S.H., M.B.A. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang.

28 Juli 2001 - 28 Juli 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Masnefi, M.S. sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Tanah Datar.

20 Agustus 2001 - 30 November 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul
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433.

434,

435.

436.

437.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Ade Kartawidjaya sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Sintang.

31 Agustus 2001 - 10 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Ir. Muchtar Husin
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

1 September 2001 - 22 Juli 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Nabhani sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Aceh Timur.

1 September 2001 - 24 Agustus 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. H. M. Thamrin

Noor, M.B.A.,, M.M. sebagai Wakil Bupati Kabupaten
Kotawaringin Timur.

17 Oktober 2001 - 30 Januari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Dr. Akhmad Rizali sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Kota Baru.

20 November 2001 - 26 Agustus 2002

asli, kopi

1 sampul

| Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 103

Negara (LHKPN) 2000-2008|



438.

439.

440.

441.

442.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. H. D. Shalahuddin Muftie
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Karawang.

21 Desember 2001 - 18 Januari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Ismael Thomas, Sm.HKk.,
S.H. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat.

28 Desember 2001 - 5 September 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Hasani Hamid sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Kerinci.

15 Januari 2002 - 22 Desember 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Djidin Sebayang, S.H. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Karo.

10 Februari - 5 September 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Ir. | Gusti Gede Putra
Wirasana sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tabanan.

5 Maret 2002 - 20 Juli 2007

asli, kopi

1 sampul
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443.

444,

445,

446.

447.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Dra. Risnawaty Dartatik
Damanik, A.P.T.H. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Simalungun.
27 Maret 2002 - 29 Januari 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2005, dan 2007 atas nama Drs. Samsuri

Aspar, M.M. sebagai Wakil Bupati (2002 dan 2005)/PIt. Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara (2007).

31 Maret 2002 - 2 Mei 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2005, dan 2007 atas nama A. Paharuddin
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Maros.

18 April 2002 - 10 Desember 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Ir. Masruddin Dalimunthe sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal.

30 April 2002 - 10 Juli 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Drs. Hadi Supeno, M.Si.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara.

10 Mei 2002 - 2 Agustus 2006

asli, kopi

1 sampul
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448.

449.

450.

451.

452.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Muhamad Nawawi sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Yapen Waropen.

6 Juni 2002 - 27 Juni 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2008 atas nama Drs. Djarno, M.Si.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Magetan.

7 Juni 2002 - 18 November 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Benny Utama, S.H.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pasaman.

26 Juni 2002 - 23 Maret 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Bagong Sutrisnadi W., S.P.,
M.Si. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Jember.

30 Juni - 3 Oktober 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, dan 2003 atas nama Syafruddin Arifin, S.H.
sebagai Wakil Kabupaten Bupati Agam.

17 Juli 2002 - 14 Juli 2003

asli, kopi

1 sampul
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453. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Padjung Akil sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Sinjai.
20 Juli - 28 Oktober 2002
asli, kopi
1 sampul
454, Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Syarif Arifin Sungkusara
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muna.
14 Agustus 2002 - 31 Agustus 2003
asli, kopi
1 sampul
455. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Dr. Elfi Sahlan Ben,
Apt. sebagai Wakil Bupati/mantan Wakil Bupati Kabupaten Solok.
3 September 2002 - 6 Februari 2006
asli, kopi, konsep
1 sampul
456. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Wilson Kameng,
M.M. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan.
3 September 2002 - 9 Maret 2006
asli, kopi
1 sampul
457. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Kamrir Daeng Mallongi,
S.H. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Barru.
6 September 2002 - 3 Oktober 2005
asli, kopi
1 sampul
| Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 107

Negara (LHKPN) 2000-2008|



458.

459.

460.

461.

462.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Soetarto, M.M.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan.

13 September 2002 - 4 September 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Bria Yohanes sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Belu.

17 September 2002 - 19 Februari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Ir. | Ketut Suania sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Jembrana.

20 September 2002 - 17 Juli 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Mappatoba sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Selayar.

20 September 2002 - 29 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Ir. Yahdi Khoir Harahap, M.B.A.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Asahan.

24 September 2002 - 1 April 2003

asli, kopi

1 sampul
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463.

464.

465.

466.

467.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Abd. Mu'id Anwar sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Pacitan.

25 September 2002 - 3 April 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Abdul Razak Abdullah
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng.

25 September 2002 - 16 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Wisnu Hardono, S.H. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Klaten.

25 September 2002 - 31 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama | Gusti Putu Widjera
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Karang Asem.

27 September 2002 - 26 Juli 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Laurentius Majun, S.H.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Ketapang.

28 September 2002 - 26 September 2005

asli, kopi

1 sampul
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468.

469.

470.

471.

472.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. M. Rusli Kattang, M.M.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mamasa.

28 September 2002 - 7 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Ir. Sambari Halim
Radianto, M.Si. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gresik.

30 September 2002 - 3 Februari 2009

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Eliyadi Agrarahardja sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Bandung.

30 September 2002 - 30 April 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2005 atas nama Drs. Henry Edom
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bulongan.

30 September 2002 - 5 Oktober 2005

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 dan 2006 atas nama Ir. Prabasa Anantatur
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sambas.

16 Oktober 2002 - 26 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul
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473.

474.

475.

476.

477.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Nehen, S.Pd. sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Landak.

25 Oktober 2002 - 26 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Soeroto, B.A. sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Situbondo.

4 November 2002 - 28 Januari 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002, 2008 atas nama Drs. Junus Elias Tahun
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

20 Desember 2002 - 22 Oktober 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Drs. Subechi, M.M. sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Gunung Kidul.

10 Januari - 18 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama Noer Hamid Wijaya,
B.A. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Demak.

14 Januari 2003 - 29 Januari 2008

asli, kopi

1 sampul
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478.

479.

480.

481.

482.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003, 2005, dan 2006 atas nama Drs. Syamsuar,
M.Si. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Siak.

17 Januari 2003 - 8 Mei 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Ir. Felix Kobun sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Lembata.

20 Januari - 14 April 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Dra. Siti Qomariyah,
M.A. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan.

20 Januari 2003 - 3 April 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Drs. Kasmir Foret.
M.M. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.

28 Januari 2003 - 17 April 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Achmad Faris Sulhaqg,
S.H., Sp.N. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Brebes.

30 Januari 2003 - 13 Juli 2007

asli, kopi

1 sampul

| Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 112

Negara (LHKPN) 2000-2008|



483. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Drs. Masduki Yusak, S.H. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Kendal.
NB. Berkas tidak lengkap.
7 Februari - 18 April 2003
asli, kopi
1 sampul
484, Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Dr. (H.C.). Hasan Sulur sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.
21 Februari - 10 Juli 2003
asli, kopi
1 sampul
485. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama Muhammad Anwar
Hamid, B.A. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo.
28 Februari 2003 - 14 Oktober 2005
asli, kopi
1 sampul
486. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Drs. Harfana Hasan sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Aceh Selatan.
11 Maret - 1 Agustus 2003
asli, kopi
1 sampul
487. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Riza Pahlevi sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Bengkalis.
14 Maret - 28 Agustus 2003
asli, kopi
1 sampul
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488.

489.

490.

491.

492.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama Drs. Helmi Abdullah
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tebo.

31 Maret 2003 - 16 April 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Totok Sudarto sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Bantul.

28 April - 25 Agustus 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Zaelani, S.Pd. sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Sleman.

19 Juni - 22 September 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 atas nama Muhammad Hatta Mazanie, S.H.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala.

30 Juni - 02 Oktober 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Drs. Maryadi, M.Pd.
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun.

12 Juli 2003 - 20 Agustus 2008

asli, kopi

1 sampul
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493. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama A. Moch. Said sebagai

Wakil Bupati Kabupaten Maluku Utara (2003)/Wakil Bupati
Kabupaten Halmahera Barat (2005).

19 Juli 2003 - 27 Januari 2006

asli, kopi

1 sampul

494, Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 dan 2005 atas nama dr. Johanes Sumarmo
sebagai Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri.

25 Juli 2003 - 23 Januari 2008
asli, kopi
1 sampul

495. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2003 dan 2006 atas nama Dr. (H.C.) Enci
Muhammad Yunus, S.E., M.M. sebagai Wakil Bupati Kabupaten

Malinau.
16 September 2003 - 05 Oktober 2005
asli, kopi
1 sampul
496. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Bernadus Gadobani, B.A. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Ende.

31 Agustus 2005 - 15 Februari 2008

asli, kopi

1 sampul

497. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2005 atas nama Soenoto sebagai Wakil Bupati
Kabupaten Tuban.

29 September 2005 - 5 September 2007

asli, kopi
1 sampul
| Inventaris Arsip Komisi Pemberantasan Korupsi seri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 115

Negara (LHKPN) 2000-2008|



498.

499.

500.

501.

502.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Drs. Ubay Ali sebagai Wakil
Bupati Kabupaten Merangin.

28 Februari - 20 April 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Rachmat Suhardi, S.H. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur.

26 Juni 2006 - 11 Maret 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama dr. A. Said Hidayat, M.Si. sebagai
Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Sampang.

17 Juli - 20 September 2006

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2006 atas nama Ir. Asmir Ntosa, M.S. sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong.

10 Oktober 2006 - 18 Juni 2008

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2007 atas nama Muhammad Aunul Hadi Idham
Chalid, S.S. sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Utara.

16 Juni - 20 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul
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503.

504.

505.

506.

507.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2007 atas nama Drs. Datlin Tamalagi sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Morowali.

24 Oktober 2007 - 21 Januari 2011

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2008 atas nama Drs. Muh. Yusuf Tuali sebagai
mantan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

28 Juli 2008 - 9 April 2010

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2008 atas nama Drs. Pieter R. Lobo, Msi sebagai
Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

18 Agustus 2008 - 10 Maret 2009

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2008 atas nama Drs. Ruben Funay sebagai mantan
Wakil Bupati Kabupaten Kupang.

4 September 2008 - 12 Februari 2009

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Yumler Lahar
sebagai Wali Kota Solok.

31 Maret 2001 - 9 Juni 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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508. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Drs. A. Maschut sebagai
Wali Kota Kediri.
1 April 2001 - 14 Juli 2008
asli, kopi
1 sampul
509. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Achmad Ali sebagai Wali
Kota Madiun.
24 April - 18 Mei 2001
asli, kopi
1 sampul
510. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2003 atas nama Drs. Banadi Eko, M.Si.
sebagai Wali Kota Probolinggo.
2 Mei 2001 - 19 November 2004
asli, kopi, konsep
1 sampul
511. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Syamsir Andili sebagai Wali
Kota Ternate.
2 Mei 2001 - 16 Juni 2005
asli, kopi, konsep
1 sampul
512. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Bambang Dwi
Hartono, M.Pd. sebagai Wakil Wali Kota Surabaya (2001)/Wali
Kota Surabaya (2005).
4 Mei 2001 - 29 Januari 2009
asli, kopi, konsep
1 sampul
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514.

515.

516.

517.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2003 atas nama Salundik Gohong
sebagai Wali Kota Palangkaraya.

8 Mei 2001 - 25 Desember 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Subari Sukardi sebagai Wali Kota
Sawah Lunto.

14 Mei - 15 Desember 2001

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Oesman Effendi Apan, S.H.
sebagai Wali Kota Pekanbaru.

17 Mei 2001 - 3 Januari 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Chris Tanasale sebagai Wali Kota
Ambon.

19 Mei 2001 - 3 Agustus 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Drs. Djazuli Kuris
sebagai Wali Kota Pagar Alam.

21 Mei 2001 - 9 November 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul
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518.

519.

520.

521.

522.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama dr. Sutrisno Hadi,
Sp.OG. sebagai Wali Kota Tanjung Balai.

21 Mei 2001 - 14 Mei 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Sahat P.
Panggabean, M.M. sebagai Wali Kota Sibolga.

26 Mei 2001 - 5 Mei 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Midpai Yabani
sebagai Wakil Wali Kota (2001)/Wali Kota di Banjarmasin (2005).
29 Mei 2001 - 30 Juni 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Drs. Mansyur Masie
Abunawas, M.Si. sebagai Wali Kota Kendari.

30 Mei 2001 - 11 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Mochamad Thamrin sebagai
Wali Kota Tangerang.

30 Mei 2001 - 31 April 2003

asli, kopi

1 sampul
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523. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Husni, M.M. sebagai Wali
Kota Palembang.
5 Juni - 16 November 2001
asli, kopi, konsep
1 sampul
524, Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Andi Mappaganty sebagai
Wali Kota Jakarta Timur.
7 Juni - 4 Oktober 2001
asli, kopi, konsep
1 sampul
525. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Andi Subur Abdullah, S.H.
sebagai Wali Kota Jakarta Pusat.
7 Juni 2001 - 24 Juni 2002
asli, kopi
1 sampul
526. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Tjutjup Suparna sebagai Wali
Kota Balikpapan.
8 Juni 2001 - 4 Januari 2002
asli, kopi, konsep
1 sampul
527. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Zuiyen Rais, M.S. sebagai
Wali Kota Padang.
8 Juni 2001 - 2 Januari 2002
asli, kopi, konsep
1 sampul
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529.

530.

531

532.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Lukman Hakim, S.H.,
M.M. sebagai Wakil Wali Kota (2001)/Wali Kota Metro (2005).

12 Juni 2001 - 21 Juni 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Sarimun Hadisaputra, M.Si.
sebagai Wali Kota Jakarta Barat.

15 Juni 2001 - 29 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Dra. Molly Mulyahati Djubaedi,
M.Sc. sebagai Wali Kota Sukabumi.

29 Juni 2001 - 21 Mei 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Medi Botutihe sebagai Wali Kota
Gorontalo.

30 Juni 2001 - 24 Juli 2003

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2008 atas nama Drs. Rudy
Resnawan, M.Sc. sebagai Wali Kota Banjarbaru.

30 Juni 2001 - 24 Juli 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul
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533. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Adi Winarso, S.Sos.
sebagai Wali Kota Tegal.

12 Juli 2001 - 9 Agustus 2007
asli, kopi, konsep
1 sampul

534. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Abdul Mufti sebagai Wali
Kota Jakarta Selatan.

13 Juli 2001 - 29 Oktober 2002
asli, kopi
1 sampul

535. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Sukawi Sutarip, S.H.,
S.E. sebagai mantan Wali Kota Semarang.

27 Juli 2001 - 29 Juli 2005
asli, kopi, konsep
1 sampul

536. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001, 2005, dan 2007 atas nama Drs. A. A. Gede
Ngurah Puspayoga sebagai Wali Kota Denpasar.

1 Agustus 2001 - 29 Januari 2008
asli, kopi, konsep
1 sampul

537. Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) Tahun 2001 atas nama dr. A. Sofyan Hasdam, Sp.S.
sebagai Wali Kota Bontang.

10 Agustus 2001 - 30 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul
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540.
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542.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Ir. Tuah Pahoe sebagai

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (2001)/Wali
Kota Palangkaraya (2005).

4 September 2001 - 26 Juni 2007

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Djarot Saiful
Hidajat, M.S. sebagai Wali Kota Blitar.

7 September 2001 - 22 September 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2008 atas nama AA. Tarmana sebagai
Wali Kota/mantan Wali Kota Bandung.

25 September 2001 - 7 Juli 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Chairul Amri Zakariyah,
S.H., M.M. sebagai Wali Kota Bengkulu.

30 September 2001 - 28 Oktober 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Suyitno sebagai Wali Kota
Malang.

10 Oktober 2001 - 14 Januari 2002

asli, kopi

1 sampul
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544.

545.

546.

547.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001, 2006, dan 2007 atas nama Imdaad Hamid,
S.E. sebagai Wali Kota Balikpapan.

28 Oktober 2001 - 30 Juni 2008

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Badrul Kamal,
M.M. sebagai Wali Kota/mantan Wali Kota Depok.

2 November 2001 - 6 Februari 2006

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2005 atas nama Drs. Nyat Kadir sebagai
Wali Kota Batam.

5 Desember 2001 - 2 Agustus 2005

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Drs. Suharto sebagai Wali Kota
Bandar Lampung.

5 Desember 2001 - 31 Desember 2002

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 dan 2006 atas nama Drs. Riduan Effendi,
S.H., M.Si. sebagai Wali Kota Lubuk Linggau.

27 Desember 2001 - 7 Maret 2007

asli, kopi, konsep

1 sampul
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549.

550.

551.

552.

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Drs. Lasmana Suriaatmadja, M.Si.
sebagai Wali Kota Cirebon.

31 Januari 2002 - 16 Januari 2003

asli, kopi, konsep

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2001 atas nama Sunarto Sumoprawiro sebagai
Wali Kota Surabaya.

8 Februari - 31 Mei 2002

asli, kopi

1 sampul

Berkas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Tahun 2002 atas nama Semuel Kristian Lerik sebagai
Wali Kota Kupang.

14 Maret 